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RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021-2026 

BUPATI TAPANULI SELATAN 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN 

NOMOR G TAHUN 202| 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

C 

TENTANG 

: 1. 

2 

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 dan 

Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah perlu setiap SKPD 
menyusun dan menetapkan Rencana Strategis sebagai 
pedoman SKPD dalam melaksanakan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima 

tahunan yang telah ditetapkan Kepala Daerah dalam 

3 

BUPATI TAPANULI SELATAN, 

b bahwa Rencana Strategis sebagaimana huruf a diatas 
Khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Daerah telah menyusun Rencana Strategis dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 
2021 - 2026. 

SALINAN 

suatu Peraturan Daerah. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka 
dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang 
ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati. 

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 



4. 

5. 

6 

7. 

8 

2. 

9. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

14. 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

18. 

15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 

Nomor Induk Kependudukan Secara 
Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 257); 

Berbasis 

16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 184); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1789); 

Nomor 6354); 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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20. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 109 Tahun 
2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan 
dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 
18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 
30); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 
5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 
2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35); 
26. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 

3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 202 1-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapanuli Sclatan Tahun 2021 
Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tapanuli Selatan Nomor 38); 

27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 
2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli 
Selatan Tahun 2016 Nomor 673): 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG 
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI SELATAN 
TAHUN 2021-2026 

Nomor 590); 



1. 

2. 

3 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

5 
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6. 

BAB I 

8 

KETENTUAN UMUM 

9 

Pasal 1 

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 
yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Setatan. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli 
Selatan. 
Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. 
7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari 

Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan 
dan Kelurahan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tapanuli Selatan. 
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan 
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut 
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pelaksanaan tahap ke 
II dari RPJP Daerah terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 
tahun 2021. 

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut RENSTRA SKPD Perangkat Daerah adalah Dokumen 
Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan. 

15. Misi adalah rumusan unum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 



6. 

l6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil 

Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 
18. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga 
untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
instansi pemerintah. 

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpularn 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan 
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 

atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

oleh 

20. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai 
secara langsung sasaran program prioritas. 

21. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 
tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna 
memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk 
setiap program dan kegiatan. 

22. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, 

baik tentang sumber daya yang diperlukan mnaupun keluaran 
dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, 

hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak 
kaku. 

23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian 
kinerja suatu program atau kegiatan. 

Pemerintahan. 

25. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan 
atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan 

BAB II 

PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL 

Pasal 2 
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan 
hasil cvaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil dalam 5 (lima) tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. 

barang/jasa. 



(1) Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah 

untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan 
kegiatan Secara terpadu, terukur, terarah, dan sinergis 
berkesinambungan sehingga tujuan Pembangunan yang telah 
ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai 

sebagaimana diharapkan. 
(2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah : 
a. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja 

C 

b. Sebagai Alat/Media dalam mengimplementasikan program 
program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 
dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 3 

BAB V 

BAB VI 

BAB VII 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten 
Tapanuli Selatan sehingga dapat lebih terarah dan terukur, 
tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran. 
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Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan 
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut : 

Memudahkan 

Kependudukan 
Tapanuli Selatan. 

BAB VIII 

Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Dinas 

dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten 

: 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

PENDAHULUAN 

BAB IV 

Pasal 4 

: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

TUJUAN DAN SASARAN 

PENDANAAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
: RENCANA PROGRAM 

: PENUTUP 

Pencatatan Sipil 

DAN KEGIATAN 

: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

SERTA 
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BAB V 

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
DAERAH 

Pasal 5 

(1) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan 
daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten 
Tapanuli Selatan Tahun 2021 2026 yang memuat arah 

kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, 
prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program 

dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan 
target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif. 

(2) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi Pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

Pasal 6 

Isi beserta uraian Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

BAB VI 

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 7 

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pemantauan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam Renstra OPD 
meliputi pemantauan suvervisi dan tindak lanjut penyimpangan 
terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai 
dengan kebijakan pembangunan daerah. 

(2) OPD Kabupaten Tapanuli Selatan wajib membuat laporan kinerja 
triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang capaian dari masing 
masing indikator kinerja program. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Tapanuli Selatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

(4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang 
diajukan oleh OPD yang bersangkutan. 

Pasal 8 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menclaah dan 
memverifikasi kesesuaian antara Rencana Strategis Perangkat Daerah 
dengan Rencana Kerja dan Anggaran OPD tahunan. 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli 

Diundangkan di Sipirok 
pada tanggal, 24 Sepember 202) 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

ttd 

PARULIAN NASUTION 
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Pasal 9 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

ASWIN RANGKUTI, SH 
PEMBINA TINGKAT I 
19640508 198410 1 001 

Ditetapkan di Sipirok 
pada tanggal, 24 Seember 202) 

BUPATI TAPANULI SELATAN 

ttd 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1042 

DOLLY PASARIBU 
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